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ABSTRAK

Rekontruksi merupakan salah satu tehnik dalam metode pemeriksaan yang
dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang bertujuan
mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka atau saksi atau barang
bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga
kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana
tersebut menjadi jelas ketika dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan. Dasar
hukum untuk melakukan rekonstruksi ialah dengan adanya Surat Keputusan
Kaporli No Pol.Skep/1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis
Proses Penyidikan Tindak Pidana

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research) dengan
pendekatan Yuridis Normatif. Metode Analisis data yang digunakan oleh
penyusun vyaitu Metode Analisa Deskriptif yaitu, pengumpulan data yang
dilakukan melalui hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang
terjadi di lapangan. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah
teori Hukum Acara Pidana, Teori Tindak Pidana, Teori Rekonstruksi, Teori tahap-
tahap pelaksanaan rekontruksi, teori hambatan-hambatan penyidik ketika
pelaksanaan rekontruksi

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyidik melakukan penyidikan yang
berupa proses rekonstruksi. Dimana rekonstruksi merupakan penyusunan kembali
kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan
mengulangi peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya dengan
menggunakan alat-alat bukti sebagai hasilnya, penyidikan tersebut dapat
memperkuat bukti yang akan di serahkan kepada Jaksa untuk diproses lebih lanjut
ke Sidang Pengadilan.

Kata kunci : Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana, Penyidik, Rekontruksi



ABSTRACT

Reconstruction is a technique in the method of examination carried out by
investigators in the process of investigating a criminal act which aims to obtain
information, clarity, identity of a suspect or witness or evidence or elements of a
criminal act that has occurred so that the position or role of a person or evidence
in the criminal act becomes clear when it is stated in the Minutes of Investigation.
The legal basis for carrying out the reconstruction is the Kaporli Decree No
Pol.Skep / 1205 / IX / 2000 concerning the Revision of the Association of
Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation Processes.

This type of research is field research with a Normative Juridical
approach. The data analysis method used by the compilers is the descriptive
analysis method. Data collection is done through the results of interviews or
observations about problems that occur in the field. The theory used by compilers
to analyze is the theory of Criminal Procedure Law, Crime Theory,
Reconstruction Theory, Theory of the stages of reconstruction, the theory of
obstacles to investigators when the reconstruction is carried out.

The results of the study explained that the investigator carried out an
investigation in the form of a reconstruction process in which the reconstruction
was a rearrangement of the actual incident against an offense committed by
repeating the demonstration as the actual incident using evidence so that the
investigation could strengthen the evidence to be submitted to the Prosecutor. and
after that the case is further processed to the court session.

Keywords: Criminal Procedure Law, Crime, Investigator, Reconstruction
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MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah: 286)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran, yang akan
membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” - Ali bin Abi
Thalib
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan
secara tegas bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dalam arti
segala sesuatunya berdasar atau bersumber pada hukum, yang dimana tindak
pidana terjadi harus di proses melalui jalur hukum sehingga hukum di
pandang sebagai satu-satunya sarana penyelesaian terhadap suatu tindak
pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting
negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di
hadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang setara di
hadapan hukum.

Banyak kasus tindak pidana terjadi di Indonesia yang tersebar luas di
berbagai berita media elektronik maupun media cetak, hal tersebut bisa terjadi
karena maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang di
sebabkan kurangnya kesadaran hukum. Salah satu tindak pidana yang marak
dilakukan oleh masyarakat yakni pembunuhan berencana. Sebagaimana yang
jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 vyaitu:
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan
pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling

lama dua puluh tahun”.



Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa seseorang
yang melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini
menghilangkan nyawa orang lain dapat di katakan sangat bertentangan
dengan undang-undang Negara Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia .dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di lingkungan
masyarakat adalah kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa artinya kejahatan
terhadap nyawa dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di
kelompokan atas dua dasar, yaitu: pertama, atas unsur kesalahannya dan
kedua atas dasar obyeknya (Nyawa) Sedangkan pembunuhan berencana ialah
pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk
kejahatan terhadap nyawa manusia.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka pihak kepolisian
melaksanakan fungsi penyidikan. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu
penyidik harus mengetahui siapa yang berhak melakukan penyidikan, dan
yang berwenang melakukan penyidikan yaitu penyidik, penyidik adalah
penjabat polisi negara republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi kewenangan - khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti, dengan bukti
tersebut dapat digunakan untuk menemukan tersangka atas kasus pidana
tersebut dan menjadi latar belakang perlunya penyidikan lebih dahulu
sebelum pengadilan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan mengumpulkan menemukan bukti suatu peristiwa yang di duga

sebagai bentuk tindak pidana dan mencari tersangkanya.



Dalam praktek penyidikan selain menggunakan alat-alat bukti seperti
yang di tentukan di dalam pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk
menentukan pidana terhadap terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.! Biasanya menggunakan
petunjuk lain untuk mengungkapkan kasus tersebut yang biasa di sebut
sebagai rekonstruksi tindak pidana. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali
ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap
suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi dengan peragaanya
sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik penyidik
ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi tersebut adalah Surat
Keputusan Kapolri No.Po.Skep/1205/1X/2000 mengenai Revisi Himpunan
Juklas dan Juknis Proses Penyidikan tindak pidana. Rekontrusksi itu
diperlukan karena jangka waktu pemeriksaan perkara di persidangan cukup
lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran
perkara yang jelas tentang tindakan kasus pidana yang terjadi pada waktu itu.
Selain itu, rekonstruksi dapat memperagakan untuk memperoleh gambaran
yang jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka maupun saksi
agar mengungkapkan kebenaran peristiwa yang terjadi serta untuk mengulang
kembali kedalam unsur-unsur tindak pidana seperti halnya di dalam KUHP

agar memperkuat berita acara pemeriksaan yang di lakukan oleh penyidik,

!pasal 183 KUHP



lalu .hasil yang didapatkan dari pelaksanaan rekonstruksi dituangkan ke
dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilampirkan berkas perkara.
Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan
bagian dari alat bukti petunjuk di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini
sangat membantu jaksa untuk penuntutan di pengadilan perkara pidana pada
persidangan dan hasil rekonstruksi tersebut dapat mendukung pembuktian
yang lain. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilaksanakan
untuk melihat bagaimana proses rekonstruksi guna mengungkap kasus
pidana pembunuhan berencana.?

Dalam penanganan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana
yang terjadi diarea kebun salak yang diduga korban yang bernama Sri Utami
tewas dibunuh oleh kekasihnya sendiri karena motif sakit hati. kehadiran
tersangka,saksi,dan jaksa diperlukan ketika proses rekonstruksi sedang
berlangsung. namun ketika proses rekonstruksi sedang berjalan penyidik
mendapatkan hambatan ketika proses rekonstruksi tersebut berlangsung.
Maka dari itu penelitian ini  penting dilaksanakan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan rekonstuksi sedang berlangsung dasar hukum
pelaksanaan rekonstruksi sebagai alat bukti pelengkap didalam penyidikan
serta hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik serta upaya dalama
penanganan hambatan proses rekonstruksi itu sedang berlangsung. Oleh

karena itu, peneliti akan melakukan kajian yang berjudul: “Rekonstruksi

’H. Hamrat Hamid dan Harun .Husein,1992, Pembahasan permasalahan
KUHAP bidang Penyidikan, (Jakarta: Sinar Grafika), him.124.



dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kasus Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis
merumuskan permasalahan yang akan di kaji lebih rinci. Adapun
permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana peran proses rekonstruksi dalam mengungkap kasus
pembunuhan berencana di Polres Sleman Yogyakarta?

2. Bagaimana dasar hukum rekonstruksi yang dilakukan penyidik dalam
proses penyidikan?

3. Apa saja hambatan yang dilalui oleh penyidik melakukan rekonstruksi
tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana upaya Yyang
ditempuh untuk menghadapi hambatan tersebut?

Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan
kegunaanya yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah penulis, maka tujuan dari penelitian

adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisa bagaimana penyidik melakukan proses
rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana.

b. Untuk menjelaskan dasar hukum adanya pelaksanaan rekonstruksi
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c. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi penyidik dalam proses

rekonstruksi pembunuhan berencana di Area Kebun Salak Pakem

Yogyakarta

Kegunaan Penelitian
Adapun hasil dari penelitian an sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada
umumnya dan ilmu hukum terutama proses rekonstruksi tindak

pidana pembunuhan berencana.

. Kegunaan Praktis

Untuk  meningkatkan  pengetahuan tentang  rekonstruksi
merupakan alat bukti tambahan tetapi bersifat sangat membantu
penyidik dalam melakukan penyidikan di wilayah hukum Porles

DIY dan cara penyidik dalam menanggulanginya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian Kritis atas pembahasan suatu

topik yang telah di tulis oleh para peneliti atau para Ilmuan yang telah di
akui kepakaran dalam bidangnya ,yang meliputi sumber pustaka yang
akan membahas suatu topik penelitian yang spesifik .dalam penelitian
dan penulisan karya ilmiyah ini penting bagi penyusun untuk melakukan
kajian pustaka yang di kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa

bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap



penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak
penelitian yang mengkaji mengenai bagaimana penyidik melakukan
proses pelaksaan rekonstruksi guna mengungkap kasus pembunuhan
berencana.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik
“Proses Rekonstruksi yang di lakukan oleh penyidik guna mengungkap
kasus pembunuhan berencana penulis menemukan adanya penelitian
yang memiliki topik yang serupa diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang di susun oleh Geised Eka Ardhi Yunatha, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul ‘“Analisis
Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Guna mengungkap
Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan” yang menggunakan metode
studi Pustaka ini menjelaskan bahwa rekonstruksi itu di perlukan jika
karena jangka waktu pemeriksaan perkara di persidangan yang cukup
lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran
perkara yang terjadi pada waktu lampau 3

Skripsi yang di susun oleh Joko Prastyo Prihantono, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang berjudul “Rekonstruksi
Perkara dalam Proses Penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak
pidana di wilayah hukum Polwitabes Semarang” yang menggunakan

metode adalah dokumentasi, metode wawancara dan metode obeservasi.

% Geised Eka Ardhi Yunatha, “Analisis pelaksanaan rekontruksi dalam proses
penyidik guna mengungkap pemenuhan unsur delik pencurian dan kekerasan (Studi
Kasus nomor BP/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri) Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Peran dari rekonstruksi yang paling utama ialah untuk mengetahui peran
masing-masing tersangka yang bertujuan untuk mengupayakan
pedalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain
dari suatu peristiwa dan untuk melengkapi berkas penyidikan dan
mensingkronasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di
lapangan.”

Skripsi yang disusun oleh Dwi Vani Putri, Mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Andalas berjudul “Kedudukan Rekonstruksi dalam
pelaksaaan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa” yang
menggunakan metode Yuridis Sosiologis di skripsi tersebut dijelaskan
bahwa rekonstruksi mempunyai kedudukan yang penting dalam
penyidikan, karena di lakukannya rekonstruksi dapat di gunakan sebagai
alat bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.”

Jurnal yang di susun oleh Merry Chrsytin Silaen, Mahasiswi
Program Study Magister llmu Hukum Pasca Sarjana Universitas
Taduluko Palu berjudul “Eksistensi Rekonstruksi dalam pembuktian
perkara pidana” .Penulis menekankan bahwa Rekonstruksi merupakan
salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan
memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau

pengetahuan saksi

* Joko Prastyo Prihantono ,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negri
Semarang berjudul “Rekontruksi Perkara dalam Proses Penyidikan sebagai upaya
mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwitabes Semarang.

® Dwi Vani Putri “Kedudukan Rekontruksi dalam pelaksanaan penyidikan tiindak
pidana pembunuhan biasa ( Studi kasus(Study Kasus Polsek V Koto kampung Dalam).



sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya
tersangka tersebut sebagai pelaku dan akan di tuangkan di dalam Berita
Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.®

Artikel yang di susun oleh Wahyu Sudrajat dan Umar Ma’ruf,
Mahasiswa Pogram Study Ilmu Hukum Magister (S-2) Universitas Islam
Sultan Agung yang berjudul “Rekonstruksi sebagai upaya mengungkap
tindak pembunuhan berencana”.Didalam makalahnya menekankan
bahwa perlunya rekonstruksi dalam upaya tindak pembunuhan berencana
adalah untuk memperjelas tindak pidana yang di lakukan oleh tersangka
dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak
pidana atau atas pengetahuan saksi yang ada sehingga membantu
penyidik untuk memberikan keyakinan sehubung dengan tindak pidana
tersebut.”

Artikel yang di susun oleh Rustam Mahasiswa Program Study IImu
Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam yang berjudul “Kedudukan
rekonstruksi / reka adegan ulang dalam pembuktian perkara pidana”
menjelaskan bahwa salah satu tehnik pemeriksaan - dalam rangka
penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka
melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan
untuk mendapatkan gambar yang jelas terjadinya tindak pidana tersebut

dan menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan

® Merry Chrystin Silaen “Mahasiswi Program Study Magister llmu Hukum
Pascasarjana Universitas Taduluko Palu
" Wahyu Sudrajat, Umar Ma’ruf “Mahasiswa program study Ilmu Hukum Magister (S-2)
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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demikian didapat keterangan tentang benar tidaknya tersangka
tersebut sebagai pelaku dan di tuangkan di berita acara pemeriksaan.®
Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan
skripsi ini adalah skripsi yang tidak bersifat umum, hanya membahas
tentang hambatan-hambatan yang di alami oleh penyidik ketika proses
rekonstruksi itu sedang berlangsung serta upaya penanganan hambatan
yang dilakukan oleh penyidik ketika proses rekonstruksi itu
dilaksanakan.
. Kerangka Teoritik
Didalam kerangka teoritik ini memuat tentang teori-teori yang
relevan dengan yang akan penyusun bahas, teori-teorinya adalah
sebagai berikut :
1. .Teori Sistem Hukum / Legal System
John Chipman Gray mendefinisakan hukum sebagai ketentuan-
ketentuan hukum yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk
mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gay, hukum
tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yag
diatas kertas atau menjalankannya.namun ketika memahami hukum
seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai bidang
kehidupan meta-sosial yang independen, struktur dan peraturannya
mungkin terlihat demikian diatas kertas, namun dalam kehidupan

berbeda jalannya.

® Rustam “Mahasiswa Program study Ilmu Hukum.
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Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuku (tertulis) dan
hukum yang berlaku tidak selalu sama.

Elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur
hukum (Legal Structure),substansi hukum( legal substance) dan
budaya hukum ( Legal culture)’

a. Struktur hukum meliputi ekskutif, legislatif dan yudikatif
serta lembaga terkait;

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, Peraturan
maupun undang-undang, dan ketentuan  mengenai
bagaimana instusi-instusi tersebut harus berperilaku.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan
maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-
nilai dan pengharapkan dari sistem hukum yang berlaku,
dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari
pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu bisa
diaplikasi, dilanggar atau dilaksanakan.™®
Ketiga unsur sitem hukum tersebut berhubungan satu sama
lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan,
ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakan
sistem hukum vyang ada agar berjalan dengan lancar.
Struktur hukum merupakan mesin yang menghasilkan

sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang

% Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif 1lmu Sosial: The Legal Systema
Social Perspektive, ( Bandung: Nusa Media,2009), him. 15.
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dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang
yang memutuskan untuk menjalankan mesin membatasi
pengguna mesin, apabila satu dari ketiga unsur sistem
hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistemnya
terganggu.™

2. Teori Rekonstruksi tindak pidana

Teori rekonstruksi pidana yakni sebagai suatu tehnik
pemeriksaan dalam proses penyidikan yang di laksanakan pada tahap
pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh
pihak kepolisian.'? Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak
wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkap
tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara
langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Penyidik yang melakukan rekonstruksi suatu tindak pidana
dengan jalan memperagakan kembali cara, Gerakan dan alat yang di
gunakan pelaku pada suatu kejadian ‘tindak pidana tersebut
berlangsung. Selama proses rekonstruksi sedang berlangsung,penyidik
Juga mencocokan keterangan pelaku dan keterangan saksi seperti yang
ditulis diberita acara pemeriksaan. Hasil rekonstruksi tersebut
memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan,

membandingkan dengan teori yang disusun sebelum rekonstruksi itu

YMarlina, Peradilan Pidana Anak di Indosia ..., him 14-15

12 juda Trisno Tampubolon, SH., S.IK,. “Pengaturan Rekontruksi sebagai alat
bukti dalam proses penyidikan”.



13

dilakukan. Kemudian memberikan jawaban teori tadi harus
mengalami perubahan haruskah diperkuat atau dinyatakan batal.
Pendapat-pendapat tersebut selalu didukung dengan bukti-bukti yang
di ikuti dengan alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari
ketentuan undang-undang.

Diharapakan hasil rekonstruksi yang sudah dilaksanakan
penyidik dapat membantu hakim supaya mempunyai gambaran
tentang peristiwa yang sebenarnya. Dasar penyidikan telah terjadi
tindak kejahatan berasal dari rekonstruksi tempat kejadian perkara
tersebut, karena dari hasil tersebut akan di cari kemungkinan siapa
yang akan menjadi tersangka dan bagaimana suatu tindak pidana itu
terjadi. Jadi di perlukan peran serta yang kuat dari pemeriksaan suatu
tindak pidana tersebut, sehingga penyidik sebagai aparat yang
berwenang dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap
tersangka diperlukan kemampuan untuk menyelesaikan suatu perkara
dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam
pemeriksaan tersangka.

Peranan rekonstruksi sangat diperlukan, karena dengan adanya
rekonstruksi akan diperoleh suatu gambaran kebenaran materiil
tentang terjadinya suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian
Penyusunan sebuah karya llmiah memerlukan metode penelitian

yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis,berdasarkan data
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dan di lakukan secara kritis, objektif serta ilmiah untuk mendapatkan
jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah untuk
memberikan masukan yang di butuhkan oleh pengambil kebijakan®
untuk membuat suatu keputusan.® Data dapat berupa angka atau teks
baik kuantitatif maupun kualitatif.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian laporan
(Field Reserch), yaitu jenis penelitian dimana penyusun melakukan
wawancara secara langsung kepada penyidik yang telah penyusun
tentukan yaitu Porles Sleman Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu dengan
melihat dan meneliti aturan yang berlaku. Kemudian data yuridis
tersebut dianalisis dengan rumusan masalah yang dipaparkan setelah
semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan
di- analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu
kesimpulan. Dalam penelitian-ini, penyusun menjelaskan bagaimana
aturan yuridis yang lalu dianalisis ke dalam realitas yang ada tentang
proses rekonstruksi guna membantu penyidikan dalam penyelidikan
tindak pidana pembunuhan berencana di Area kebun salak pakem

Sleman ,

3 Andi, Metode penelitian, (Yogyakarta, 2012), him.511.



15

3. Subjek dan Objek penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek atau responden adalah orang yang bisa memberikan
informasi utama yang di butuhkan dalam penelitian dalam penelitian
ini menunjukan pada orang atau individu kelompok yang dijadikan
unit atau sasaran atau sumber informasi yang dapat memberikan
data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun yang
menjadi subjek penelitian ini adalah penyidik kasat Reskrim Porles
Sleman.
b. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian
dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam
penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari
permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah
rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap kasus
pembunuhan berencana di Porles Sleman Y ogyakarta.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-
Empiris yaitu pengumpulan fakta-fakta social atau fakta hukum
dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara yang

bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan
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cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data
sekunder) dengan data primer yang di lakukan di lapangan.*
5. Sumber Data
Data yang diperoleh secara langsung ketika terjun ke lapangan.
Cara memperoleh data yakni dengan wawancara atau membuat
pertanyaan langsung terhadap subjek terkait yang akan diteliti serta
melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data-data di lokasi
penelitian.
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta pengumpulan
data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti*
b. Sumber Data Sekunder
Bahan Pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan
primer, bahan tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan
peraturan-peraturan yang ada
6. Analisis data
Analisis data yang di lakukan yakni dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif yakni setelah datanya terkumpul kemudian
dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya
dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dengan menarik

4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: CV
Mandar Maju), him.124.
> Rianto Adi , Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit,2004)
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kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus
sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.*®
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang akan
menguraikan tentang penelitian yang akan dibahas dalam judul skripsi
ini, pemaparannya secara jelas dengan tujuan agar pembaca dengan
mudah memperoleh dan memahami gambaran keseluruhan dari hasil
penelitian tersebut, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu tentang pendahuluan yang di dalamnya
membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, tinjauan pustaka, yang menjelaskan teori-teori tentang
pengertian Hukum Acara Pidana, tindak pidana ,pengertian rekonstruksi,
tujuan rekonstruksi, tahapan rekonstruksi, hambatan serta upaya apa saja
yang di temui penyidik ketika proses rekonstruksi itu sedang berlangsung
serta kebenaraan materiil.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum yang membahas dasar
yang melandasi dilaksanakanya rekonstruksi perkara pembunuhan
berencana oleh penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi, tahapan

pelaksanaan rekonstruksi, hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses

1% Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2001), him.15.
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rekonstruksi berlangsung, serta upaya penyidik dalam menangani
hambatan proses rekonstruksi.

Bab Keempat, berisi tentang analisis penulis mengenai prosedur
rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap kasus
pembunuhan berencana dasar hukum adanya pelaksanaan rekonstruksi
serta hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik ketika melakukan
penyidikan

Bab Kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang
kesimpulan dan saran dari penulis skripsi ini dengan di lengkapi daftar
pustaka untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang di

gunakan dalam menyusun skripsi.



BAB V
PEENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab V yang merupakan bab terakhir penulis menyimpulkan
tentang uraian dari bab-bab sebelumnya sampai bab pemecahnya. Adapun
kesimpulan yang penulis peroleh dari uraian diatas adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidanaproses penyidikan dilakukan di hari
Senin tanggal 21 Desember 2020 jam 09.00 yang terdiri dari 30 adegan
tersangka saat melakukan tindak pidana dengan motif pembunuhan
berencana. pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka dengan
motif sakit hati tersangka kepada korban maka tersangka melakukan tindak
pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada
penyidik yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi
dilaksanakan karena dapat mengungkap kasus yang rumit dan kurang jelas
atau kurang bukti yang kurang mendukung seperti yang isyaratkan oleh
undang-undang dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan
membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak
hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati, dan mempermudah bagi
jaksa dan hakim dalam melakukan proses penuntutan dan dalam

mempertimbangkan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.
2. Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah surat keputusan Kapolri
No Pol. Skep/1205/1X/2020 tentang himpunan juklak dan juknis tindak

pidana khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses
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penyidikan tindak pidana jadi rekonstruksi merupakan salah satu tehnik

dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana.

C.

Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan berencana yang

dilakukan oleh tersangka melakukan tindak tindak pidana atau atas

pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik yang

berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disamping itu hambatan

yang dirasakan oleh penyidik porles sleman dalam melakukan

rekonstruksi berasal dari faktor sosiologis manusia dan cuaca yang

kurang mendukung sehingga hanya beberapa adegan yang dilaksanakan

di tempat kejadian perkara selebihnya dilakukan di porles sleman.

B. Saran

1. Pengguna rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak
hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena
biasanya penyidiknya hanya memilih adegan-adegan yang hanya
dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka
sehingga  keseluruhan = keterangan = tersangka dan saksi tidak
diperagakan secara rinci.hal tersebut kurang jelas gambaran
kejadiannya yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan
ditangkap.

2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan
sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud

diadakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi dilakukan.
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3. Untuk mengatasi hambatan yang ada hendaknya penyidik lebih
meningkatkan kinerjanya dalam hal pengendalian masyarakat.
Sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan dengan

aman dan tertib.
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